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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi 

setiap orang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman 

untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan 

yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum 

semuanya benar, karena sekarang ini banyak terjadi tindakan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi 

menusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi 

yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan 

adalah perempuan yang harus mendapatkan perlindungan Negara dan 

masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan 

derajat, martabat kemanusiaan. 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan 

kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdiri dari 10 Bab dan 56 

pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum  bagi 

anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala bentuk 

kekerasan. Undang-Undang KDRT menyebutkan bahwa: 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
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penderitaan secara fisik, seksusal, psikologis, dan penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 

ayat 1).1  

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya 

masing-masing. Apabila masalah diselesiakan secara baik dan sehat maka 

setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu 

menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap 

anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. 

Di Indonesia, perlindungan terhadap kaum perempuan tersebut 

tergambar dengan adanya RUU KKG dan Komisi Nasional (Komnas) 

Perempuan yang memiliki peran untuk pemenuhan tanggung jawab Negara 

dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta dalam 

rangka memastikan ketersediaan akses keadilan bagi perempuan khususnya 

perempuan korban, yang sudah terkodifikasi dalam Keputusan Presiden 

Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 65 Tahun 2005.  

Namun, hal tersebut tidak dinyatakan bahwa penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga telah tercapai, terbukti dengan meningkatnya kekerasan 

terhadap perempuan. Bahkan menurut keterangan Ketua Komnas Perempuan 

Azrianan, di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016) 

                                                           
1 Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004. 
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mengatakan dari sisi pola, bentuk dan angka, kekerasan terhadap perempuan 

semakin meluas.2 

Pada tahun 2000, Kantor Kementrian Negara pemberdayaan 

Perempuan mencatat tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia 

sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk 

Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang 

dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan diranah domestik atau 

kekerasan dalam rumah tangga sepereti penganiayaan, pemerkosaan, 

pelecehan, atau suami berselingkuh.3 

Menurut data yang diperoleh oleh Komnas Perempuan, laporan 

kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga atau relasi personal 

sepanjang tahun 2015 mencapai 11.207 kasus dari total 16.217 kasus 

kekerasan terhadap perempuan.4  

Perkawinan mempunyai tujuan yang amat sangat mulia yaitu 

terciptanya suatu hubungan yang saki@nah, mawaddah, wa rah}mah, hal ini 

sudah termaktub dalam al-Qur’an surah Al-Rum ayat 21: 

                            

                     

 

                                                           
2http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan.Mencatat.16.217.Ka

sus.Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015, di akses 20 Maret 2016. 
3 La Jaman, Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Surabaya: 

Bina Ilmu Offset), 21. 
4http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/18000671/KDRT.Harus.Dipandang.Sebagai.Masala

h.Kriminal.Bukan.Persoalan.Privat , di akses 20 Maret 2016. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan.Mencatat.16.217.Kasus.Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan.Mencatat.16.217.Kasus.Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/18000671/KDRT.Harus.Dipandang.Sebagai.Masalah.Kriminal.Bukan.Persoalan.Privat
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/18000671/KDRT.Harus.Dipandang.Sebagai.Masalah.Kriminal.Bukan.Persoalan.Privat
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum:21)5 

 

Hal tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 

3 yang berbunyi: 

“perkawinan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan 

rahmah”6.  

Dengan ini, maka sudah jelas bahwa perkawinan yang menjadi dasar 

terciptanya keluarga mempunyai manfaat untuk memberikan kesejahteraan 

bagi manusia, bahkan perkawinan merupakan perintah dari Allah untuk 

kaum-Nya, hal ini sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Nuur ayat 32: 

                           

             

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui” (QS: Al-Nur: 32)7 

 

Subtansi dari nas}h tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk 

melakukan perkawinan secepat mungkin bagi yang telah mampu lahir dan 

batin, dan hendaklah tidak memikirkan masalah kecukupan material sebab 

dengan perkawinan itu pintu rezeki diantaranya akan terbuka. 

                                                           
5 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anulkarim dan terjemahannya (Bandung: 

Corduba, 2012), 406. 
6 Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka,t.t.), 140 
7 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anulkarim dan terjemahannya … 354. 
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Selain manfaat tersebut, manfaat terbesar dalam perkawinan ialah 

menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. 

Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar 

menjadi pemuas nafsu kaum laki-laki.8 Sedangkan Perkawinan merupakan 

pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapat perlindungan dari 

suaminya. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan diatur hak dan kewajiban 

antara suami dan istri dan hal ini telah di atur dalam Undang-Undang RI 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tertulis Bab VI dan Kompilasi 

Hukum Islam Bab XII. 

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, 

kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan 

kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi suami membenci istri 

atau istri membenci suaminya. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar 

bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar 

yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian.9 

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin 

sangat, penyelesainnya semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang 

lenyap ketenangan, cinta, kasih-sayang dan kemauan menunaikan kewajiban 

yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga. Sehingga kehiduoan suami 

istri akhirnya tak dapat berdamai lagi.10 

                                                           
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009),19. 
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, (Bandung: Alma’arif, 1990), 92. 
10 Ibid, 93. 
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Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam 

membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan 

jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan 

manusia. Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan keluar terakhir dari 

kemelut keluarga, dimana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah 

tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah 

satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya 

perkawinan. Talak diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh 

karena sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam 

memecahkan kemelut rumah tangga adalah jalan musyawarah dan saling 

mengalah.11  

Hak dan kewajiban merupakan hal yang berbeda, hak adalah apa-apa 

yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud 

dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang 

lain. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah 

tangga telah termaktub dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228: 

                                   

Artinya: ”Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai 

satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” (Q.S Al-Baqarah:228)12 

 

 

                                                           
11 Satria Efendi M, Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. (Jakarta: Prenada 

Media, 2004), 107. 
12 Departement Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anulkarim dan terjemahannya (Bandung: 

Corduba, 2012), 36. 
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Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan 

perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha 

harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah 

yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah 

musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum 

untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh 

dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, 

namun tidak mengajarkan bahwa pasanngan itu tidak dapat dipisahkan lagi 

seperti ajaran dalam agama yang lain. Apabila rumah tangga tersebut sudah 

tidak dipertahankan. Dan bila mempertahankannya akan berakibat 

menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihakdan akan 

melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.13   

Amir Syarifudin berpendapat bahwa Hak suami merupakan kewajiban 

bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri, sehingga 

keduanya mempunyai keseimbangan dalam menjalani kehidupan bersama. 

Namun demikian, The Power Point dalam hak dan kewajiban suami istri 

tersebut adalah bagaimana suami sebagai kepala keluarga mewujudkan 

kehidupan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya 

perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan untuk terwujudnya 

hal tersebut suami wajib memberikan rasa tenang bagi istri serta cinta dan 

kasih sayang kepada istri. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak banyak 

suami dan istri yang sukses mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, 

                                                           
13 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia), 15. 
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banyak faktor yang menyebabkan kegagalan itu terjadi sehingga 

menyebabkan terjadinya perceraian. Hal itu terbukti dengan adanya perkara 

yang masuk ke Peradilan Agama terbanyak adalah masalah perceraian. 

Undang-Undang telah mengatur keseimbangan hak dan kewajiban 

dalam hubungan keluarga, pasal 31 UUD RI Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan menyebutkan bahwa: “Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang 

dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”14. 

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas 

kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri, perceraian atas 

kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut 

dengan cerai gugat.15 

Dalam hadist Rasulullah bersabda: 

 ن  أ   اسم ب  ع   نم ب   ن  ع   ةم م  رم ك  عم  ن  , ع  د  الم ا خ  ن  ث   د  ح  ي, فم ق  الث    ابم ه  الو  د  ب  ا ع  ن  ث   د  , ح  يل  , ج م ار  ه  ا ذ  ا ن  ث   د  ح  

َ  بم الن   ت  ت  ا   سم ي  ق    نم ب   تم ابم ث   ة  أ  ر  م  إم   سم ي  ق    ن  ب   ت  ابم , ث  اللم  ل  و  س  ا ر  : ي   ت  ال  ق  ف    م  ل  س  و   هم ي  ل  ع   ي الل  ل   

مِ ل  و   ق  ل   خ  فم  هم ي  ل  ع   ب  تم ع  ا ا  م    ي اللم ل  َ   اللم  ول  س  ر   ال  ق  , ف   مم ل  س  الم  فم   ر  ف  ك  ال   ه  ر  ك   أ  نِّ كم ل  و   ن  ي   

 لم ب  ق   : ام م  ل  س  و   هم ي  ل  ع   ي الل  ل  َ   اللم  ول  س  ر   ال  ق  , ف   م  ع  ن    ت  ال  ؟ ق  ه  ت  ق  ي    دم ح   هم ي  ل  ع   ن  ي  ِِ ر  ت   ا  : م  ل  س  و   هم ي  ل  ع  

)رواه بخاري(.ة  ق  ي   لم ط  ا ت  ه  ق  لِ ط  و   ة  ق  ي   دم ال     

Artinya: “dikatakan Adhhar ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahab thaqafi, 

dikatakan Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya istri Thabit 

                                                           
14 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Departemen Agama RI , 2001).,139 
15 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), 202. 
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datang menghadap Nabi SAW, seraya berkata: ya Rasulullah, Thabit bin 

Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan Agamanya. Akan tetapi saya 

tidak mau kufur dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bertanya: apakah kamu 

mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: 

terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali”.(HR. Bukhori)16  

 

Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya 

keseimbangan antara hak suami dan hak istri, mencerminkan rasa keadilan 

yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di 

tangan suami, hanya suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada 

isterinya, tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhinya. Begitu juga 

isteri berhak pula meminta cerai dari suaminya atau melalui pengadilan 

karena ada sebab yang membolehkan cerai. 

Dengan banyaknya cerai gugat yang dilakukan oleh perempuan maka 

secara tidak  langsung hal tersebut  menunjukkan banyaknya  hak-hak 

perempuan yang tidak terpenuhui. Salah satu contoh pada perkara yang 

tercantum pada putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg. Di mana 

permohonan cerai gugat tersebut disebabkan: masalah ekonomi dimana 

Tergugat bekerja dan memberikan nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan  

ekonomi keluarga, tergugat melakukan  penganiayaan dengan menampar dan 

memukul terhadap penggugat karena tergugat berselingkuh, tergugat pamit 

kepada penggugat untuk pulang kerumah orang tua tergugat. 

Dari permasalahan diatas maka, penulis akan mencoba menganalisa 

perkara yang tertera pada putusan No 765/pdt.G/2014/PA Spg dengan UU No 

23 Tahun 2004 agar diketahui bagaimana yang dimaksud dengan 

                                                           
16 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, juz 3, (Beirut: Dar El-Fikr, 

1994), 208-209. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang tercantum dalam Undang-

Undang tersebut. Menurut analisis penulis salah satu tujuan adanya UU 

Nomor 23 Tahun 2004 tidak lain untuk melindungi hak-hak perempuan agar 

para perempuan tidak dikesampingkan hak-haknya  sehingga perempuan 

mempunyai kedudukan yang sama dimata  hukum  ketika haknya tidak 

terpenuhi. Selain itu juga disahkannya Undang-Undang tersebut untuk 

melindungi  martabat  para  wanita pada umumnya dan para isteri khususnya 

sampai pada akhirnya disahkan juga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

KDRT, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para wanita yang 

mengalami diskriminasi sehingga menggugah penulis untuk meneliti hal 

tersebut dengan judul skripsi ”Studi Analisis UU No 23 Tahun 2004 

Terhadap Putusan Perkara No. 765/pdt.G/2014/PA.Spg Akibat KDRT di 

Pengadilan Agama Kabupaten Sampang Madura” 

 

 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas akan timbul permasalahan-

permasalan sebagai berikut: 

1. Konvensi  penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sebagai hukum 

formal dan bagian dari hukum nasional 

2. Penerapan Undang-Undang No 23 tahun 2004 terhadap kesejahteraan 

perempuan 

3. Tujuan dan manfaat perkawinan 
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4.  Hak suami dan istri 

5. Faktor penyebab meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama 

Sampang 

6. Penyelesaian perkara cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama 

Sampang 

7. Analisis Undang-Undang No. 23 tahun 2004 terhadap perkara putusan 

Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg tentang penyelesaian perkara cerai gugat 

di Pengadilan Agama Sampang 

Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari pembahasan 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan perkara Nomor 

765/Pdt.G/2014/PA.Spg. di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang 

2. Analisis Undang-Undang No.23 tahun 2004 terhadap perkara cerai gugat 

akibat KDRT pada putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg. di 

Pengadilan Agama Sampang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan perkara 

Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg. di Pengadilan Agama Kabupaten 

Sampang? 
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2. Bagaimana analisis Undang-Undang No.23 tahun 2004 terhadap perkara 

cerai gugat akibat KDRT pada putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg. 

di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 

Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus 

dijelaskan.17  

1. “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Surakarta)”, Skripsi yang ditulis Andi Eko Winanto, 

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009). 

Dalam Skripsi ini menjelaskan faktor yang menyebabkan salah satu satu 

pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah 

tangga.18 

2. “Implementasi Aturan Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam 

Kasus Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

(Studi Putusan Pengadilan Tingga Agama Samarinda Nomor 

                                                           
17 Tim penyusun Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8. 
18 Andi Eko Winantio, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Sampang)”  Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. 
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12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)”, skripsi yang ditulis Roby Yansyah, sarjana 

fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 

Surabaya 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana implementasi 

aturan pemberian mut’ah dan nafkah ‘iddah di PTA Samarinda. Dari hasil 

penelitian ini diketahui bahwa Implementasi aturan pemberian Mut’ah 

dan nafkah ‘iddah di PTA Samarinda sesuai dengan aturan yang berlaku, 

hanya saja dalam beberapa kasus atau perkara majlis hakim memiliki 

pandangan yang berbeda, dalam perkara cerai gugat disebabkan kekersana 

dalam rumah tangga (KDRT), bekas suami dapat diwajibkan untuk 

memberikan Mut’ah  dan nafkah ‘Iddah kepada bekas istri meski pasal 

149 huruf a dan huruf b dan pasal 158 kompilasi hukum Islam berkata 

lain.19 

3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat Di 

Kabupaten Mojokerto (Studi Perkara Cerai Gugat Di Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2012-2014)”, skripsi yang ditulis Ahmad Hamdi, 

sarjana fakultas syariah dan hukum universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan faktor penyebab 

cerai gugat di kabupaten Mojokerto dari tahun 2012-2014 di tinjau dari 

hukum Islam. Dari hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab kasus cerai 

gugat yang terjadi di Kabupaten Mojokerto dari Tahun 2012-2014 

merupakan faktor yang dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan 

                                                           
19 Roby Yansyah, “Implementasi Aturan Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Kasus 

Cerai Gugat Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) (Studi Pututusan Pengadilan Tingga 

Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/Pta.Smd.)”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015. 
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Undang-Undangn No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat5 2 joperaturan 

pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pasal 116. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab cerai gugat di 

Kabupaten Mojokerto adalah dengan pertimbangan kemudharatan yang 

ringan yang harus diambil daripada kemudaratan yang berat di antara 

pertentangan ke-mafsadatan-an, dan kaidah fikhiyah kemudaratan harus 

dihilangkan.20 

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, penulis melakukan 

penelitian yang berbeda, yakni lokasi dan tahun yang berbeda. Penulis 

melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sampang tentang perkara 

putusan cerai gugat akibat KDRT Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg dan 

analisis melalui Undang-undang No 7 tahun 1984, sehingga tidak 

mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengatahui perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan 

perkara Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg. di Pengadilan Agama Kabupaten 

Sampang. 

2. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang No.23 tahun 2004 terhadap 

perkara cerai gugat akibat KDRT pada putusan Nomor 

765/Pdt.G/2014/PA Spg. di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang. 

                                                           
20 Ahmad Hamdi, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Kabupaten 

Mojokerto (Studi Perkara Cerai Gugat Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2014)”, Skripsi UIN 

Sunan Ampel Surabaya. 2015.  
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangsih yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya dan 

khususnya pada mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

1. Kegunaan secara teoritis: Sebagai upaya untuk memperluas dan 

menambah khazanah Pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang 

keluarga Islam. 

2. Kegunaan secara praktis:  

a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi 

pembaca lainnya terkait permasalahan cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sampang 

b. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk 

mengkaji hal ini lebih lanjut dan lebih mendalam. 

 

G. Definisi Operasional 

Skripsi ini bejudul Studi analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1984 terhadap penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama 

Sampang, Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian yang 

dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari pada judul 

Skripsi ini secara terprinci sebagai berikut: 

1. Putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg tentang perkara cerai gugat 

akibat KDRT yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami yang telah 
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melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan kekerasan psikis yang terjadi 

di kecamatan banyuates kabupaten sampang.  

2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 adalah Undang-Undang yang 

mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga. Dan sebagai alat untuk menganilis perkara putusan Nomor 

765/Pdt.G/2014/PA.Spg. 

Dari definisi di atas yang akan diteliti adalah perkara putusan Nomor 

765/Pdt.G/2014/PA Spg cerai gugat akibat KDRT Di Pengadilan Agama 

Sampang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Data  yang dikumpulkan 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data-data 

berupa putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg di Pengadilan Agama 

Sampang. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:  

a. Sumber Primer yaitu sumber bisa berupa orang atau dokumen, antara 

lain; 

1) Hakim yang menangani perkara dalam putusan Pengadilan Agama 

Kabupaten Sampang No. 765/Pdt.G/2014/PA.Spg.   
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2) Putusan cerai gugat Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg di Pengadilan 

Agama Sampang. 

b. Sumber sekunder yaitu data yanag diambil dan diperoleh bahan 

pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda 

tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan 

dan catatan hariannya lainnya.21 sumber bisa berupa pustaka yaitu 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Dokumentasi yaitu semua hal penting yang berkaitan dengan putusan 

Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg.  Dengan mengumpulkan dokumen 

yaitu putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA.Spg.   

4. Teknik pengelolaan data 

Setelah data yang dikumpulkan dalam penelitian berhasil 

dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (data processing). 

a. Editing  

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang terdapat dalam pencatatan di lapangan dan bersifat 

koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data 

dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan mengumpulkan data 

ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan). 

Hal-hal yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai berkut: 

                                                           
21 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), 115. 
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1) Dipenuhi tidaknya instruksi sampling. 

2) Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk. 

3) Kelengkapan pengisian. 

4) Keserasian (konsistensi). 

5) Apakah isi jawaban yang dapat dipahami. 

b. Organizing  

Organizing  adalah  menyusun  kembali data-data yang telah 

didapat dalam penelitian  yang diperlukan dalam karangka paparan 

yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.22 

Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk di 

analisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk 

memudahkan penulis menganalisa data. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang 

dikumpulkan, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, 

kemudian mengelola dan menafsirkan dan menjadikan suatu 

kesimpulan.23 Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, secara langsung peneliti mengumpulkan data di Pengadilan 

Agama Kabupaten Sampang untu dianalisis melalui Undang-Undang No 

7 Tahun 1984, yaitu perkara putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg 

akibat KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang Madura.  

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

245. 
23 Ibid., 243. 
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Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara jelas semua data yang dikaji, disusun secara 

sistematif kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang 

No.7 Tahun 1984. Analisis data menggunakan pola pikir deduktif 

dijelaskan sebagai metode pemikiran umum yakni teori yang ada dalam 

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi 

mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

dalam perkara cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten 

Sampang Madura sehingga sampai pada kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Demi tersusunnnya skripsi yang sistematis, terarah dan mudah untuk  

dipahami maka dalam penelitian ini perlu dibuatkan sistematika pembahasan 

yang tersusun sebagai berikut :  

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, Identifikasi masalah, batasan Masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Pada Bab ini merupakan landasan teori yang merinci 

tentang Undang-Undang No.7 Tahun 1984, bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. faktor–faktor 

terjadinya cerai gugat.  
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Bab Ketiga, memuat tentang deskripsi hasil penelitian yaitu data-data 

perkara putusan Nomor 765/Pdt.G/2014/PA Spg di Pengadilan Agama 

Sampang. 

Bab Keempat, berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam 

fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan 

bab analisis memuat tentang analisis data yang sudah di deskripsikan untuk 

di analisis dengan landasan teori. 

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi, kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan  masalah dalam 

penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menyampaikan saran bila dirasa perlu.  




